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PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN 
NOMOR I'/ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan kriteria 
penghitungan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan 
Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 
2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan 'Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4347) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 453) ; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 454); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483) ; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781) ; 

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan Tahun 2019 Nomor 8) ; 
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22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan 
' ' 

Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 12); 

23. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sela tan Tahun 2017 
Nomor 43); 

24. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Nilai dan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 48); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 
2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 
Nomor 29), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung 
melalui Basic TPP. 

(2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
berdasarkan parameter yang meliputi: 
a. kelas jabatan, nilai jabatan dan harga jabatan; 
b. indeks kapasitas fiskal daerah; 
c. indeks kemahalan konstruksi; dan 
d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kriteria: 
a. beban kerja; dan/atau 
b . dihapus. 

(4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
berdasarkan kriteria: 
a . produktivitas kerja; dan 
b. disiplin kerja. 
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(5) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a terdiri dari hasil kinerja individu. 

(6) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
terdiri dari: 
a. kehadiran kerja; dan 
b. hukuman disiplin. 

(7) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, 
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada 
PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban 
kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 
(seratus dua belas koma lima) jam perbulan; dan 

(2) Dihapus. 

3 . Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 28 

PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas 
diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
TPP pada jabatan yang dirangkapnya. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

BAGIAN 
HUKUM 

Diundangkan di Muaradua 
pada tanggal i Februari 2023 

Ditetapkan di Muaradua 
pada tanggal S Februari 2023 

'BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, 

~. 
f POPO ALI MARTOPO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ 
OGAN KOMERING ULU SELATAN, I 

~ 
H. ROMZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 
TAHUN 2023 NO MOR I '1 


